Indeks Keamanan: Per

o Tulisan, ini :&K}VM;P(I}MJ menunjulkan indels keamanan dari perspektif ilmu kepolisian. Keamanan -
}ng}fﬁpgéan ma.z‘u_ benang merab dalam ilny kepolisian untuk mewuiudban dan memelibara beforaturan
'-.k_as_fcz!. _Indefes_di&z;éf_ sebagai sistem unfuk memotret, melifat dai memperlakukan sesuaty dengan bevbagai
peﬁé’efmfg_n_ yang dijabarkan dalam aspek-aspek, indikator-indikator atas sesuatu/gejale fakin sehingoa
dapar menjelaskan tingkat keakurasiannya. Indikator keamanan disusun dengan mendasari konsep
demokrasi yang berarti keamanan dan didukung adanya rasa aman yang berkaitan dengon produktivitas.
Makna produktivitas dikaithon dengan kebidupan social sociely maupun polizical sociery. Keamanan dan
rasa aman menjadi dasar untuk peningkatan kualitas keselamatan. Penyelesaian masalab keamanan
dan rasa aman bukan untul/ dengan kekpasaan, penguasaan namum diawali dengan menemubkan dar
memahami akar masalah yang dapat terekam dalam indeks beamanan yang dapat menjadi early warnin o

system. _

Kata Kunci ; Iideks Keamanan, Ilmu Kepolisian

Pendahuluan

Ilmu kepolisian (polite science, police studies,
atau kajian  kepolisian) “menurut Profesor
Parsudi Suparlan 1999(hal 35-43).didefinisikan

“Sebuah  bidang ilmu pengetahuand yang
mempelajari masalah-masalah sosial dan isyu-
isyu penting serta pengelolaan keteraturan sosial
dan moral dari masyarakat, mempelajari upaya-
upaya peneghakkan hukum dan keadilan, dan
mempelajari teknik-teknik penyelidikan dan
penyidikan berbagai tindak kejzhatan serta cara-
cara pencegahannya”. Kegiatan-kegiatan ilmiah
ilmu kepolisian,yangbiasanya dilaksanakan dalam

1 llmu Pengerahuan adabah rangkaian pengetalwan vang digali, disusun,
dan dikembanghan secara sistemaris dengan mengguniakan pendekatan
tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala
alam danfarau kemasyarakatan tertente,

Dr. Chryshnanda DL, M.5%., Lulusan Program Dokroral Kajizn Tima
Kepolistan Universitas Indonesia
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pranata~-pranata pendidikan atau dalam kegiatan
penclitian. Kurikulum yang dikembangkan
dalam ilmu tersebut adalah sesuai derigan fungsi
polisi dalam masyarakat dan #igas-tugasnya.
Lebih lanjut Suparlan 1999 menjelaskan
“llmu kepolisian _sebfigai ilmu pengetahuan
untakprofesi, menekankan kajiannya pada
pengidentifikasian masalah-masalah dan isyu-
isyu sosial yang terjadi dalam masyarakat serta
pemecahannya secara profesional, karena itu
pendekatan metodologinya menekankan pada
pendekatan  antar bidang  (interdisciplinary
approach). Sebuah ilmu pengetahuan ditandai
oleh adanya paradigma yang membedakannya
dari paradigma yang dipunyai oleh ilmu-ilmu
lainnya “.

Ilmu Kepolisian sebagai ilmu pengetahuan
semestinya dalam pengembangannya, mampu
mengikuti bahkan melampaui perubahan-
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Banyak palmr yang mengeluarkan pendapat
tentang ilmy kepolisian. . Tlmu kepohsrm
mengacu pada  pemikiran Profesor Parsudi
Suparlan, dinyatakan sebagai ilmu antar bidang
yang mempelajan tentang (1) masalah sosmi
dan penangannya; (2) isu-isu penting yang
tegads dalam masyarakat; (3) keteraturan dan
penataannys; (4) penegakan hukum dan keadilan;
(5) penyelidikan ‘dan penyidikan kriminalitas
dan pencegahanya.; lImu Kepolisian, sebagai
dasar profesi Kepolisian, bersifat mempelajari
apa yang dikerjakan atauyang menjadi pekerjaan
polisi.

Pengalaman, pekerjaan, alam, pepmasalahan,

berbagai fenomena lainya dapat menjadi
ilmu pengetahuan tatkala dipikirkan secara
sistematis dan dikembangkan secara ilmiah
(mengacu pada standar ketentuan-ketentuan
yang sebuah

ilmiah) dan terus dibangun menjadi konsep-

menjadi  syarat-syarat karya
konsep dan teori-teori serta dapat ditunjukan
adanya epistimologinya, ontologi, metodologi

serta aksiologinya®. Pada awalnya pekerjaan-

E\J

Cheyshnanda DL, 2015 : Epistemologi adalah sebush kajian filsafar dan/
atau kajian itu sendiri, yaitu sebuah teori mengenai hakekat pengetahuan
dasi sesuatu bidang itmu pengetahuan. Ontologi adalah kejelasan mengenad
keheradaan sesuate bidang iimu pengerahuan dalam kaitanaya dengan
bidang atau bidang-bidang Ilmu pengetahuan laiunys. Aksiologi, adalah
penjelasan mengenal hakekat niai-nilai dan penilaian mengenai sesuatu
bidang imu pengerahuan. Metodologi adalah sebual siscem berisikan
prinsip-prinsip, praktik-prakeik dan prosedur-prosedur yang dipunyai oleh

o :_'pran'zta'adat dalam: peikembancranya peker}aan—
"j._'_peker_}aan,pengamman menjach sesuatu yang-ff L
'__',dlbu%:uhixan oleh: masyarakat Dalam masyarakatf o

.(1)"'.d<“)sc11/. guru: ..pengaja.mya.'.

pekerjaan pengamanan dikerjakan oleh_ pranata-

: _ :jyang “modern untuk dapat hldup tumbuh dan’f'"_'_f B
mampu mengzmplemcntamkan llmunya dalam be

b rkembang d1pf:x1ukan adﬂnya 'p "duktlﬁtas.

: produixm Qda tantangan ~hambatan, gangguan =
‘bahkan ‘ancaman yang dqp"tt menghambat:

memsak bahkfm memat;kan produktaﬁtas

yang_ berproduksi “diperlukan  aturan, norma,
etika, hukum. Untuk menegakkan dan mengajak
masyarakat : mentaatinya - diperlukan -~ institusi
yang menangani. Disinilah dapat dipelajari dan
ditunjukan - bahwa keberadaan polisi adalah
kebutuhan - dari
pelayanan keamanan dan rasa aman. Tatkala

‘masyarakan  akan adanya
masyarakat semakin berkembang dan kehidupan

semakin - kompleks pekerjaan-pekerjaan
pengamanan tidak lagi sederhana melainkan
memerlukan kompetensi dan keahlian. Polisi
yang awalnya sebagai -craft saja sgkarang
telah menjadi profesi. Tatkala polisiimenjadi
profesi maka polisi diwajibkan untitk menjadi
yang

profesional  diperfukan Kkompetensi/ keahlian

profesional. Pelaksanaan  tugas-tugas

yang berdasarkan padailmu pengetahuan.

Indeks (sistem pemotretan fakta) sebagai
Evident base Policy

Indeks®* dibuat
memotret, melihat dan memperlakukan sesuatu

sebagal sistem untuk
dengan berbagai pendekatan yang dijabarkan

dalam aspek-aspek, indikator-indikator atas
sesuatu/gejala fakta sehingga dapat menjelaskan
tingkat keakurasiannya. Pada pembuatan indeks

berbasis riset/ pengkajian atau setidaknya ada

sesuatu bidang iimu pengerahuan,

3. Penentuan unpsur terfentu vang mungkin menjadi ukuran suatu cird
rertenty; peaunjuk.
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ari data- data yang chperoich akan menjadi
"ahan kajlan data teknologl dan s1stem sxstem

Kehebwtan/ keunggulan : darl T’sebuah
- 11’15t1tuSl/ birokrasi dilihat dari sistem pencataa.tan
dan pendataanya Data. dljﬂdlkan dasar untuk

membuat kepumsan/ kebgakan—kebljakan vang

-"--_-.mampu memperbaﬂu kesalahan ~masa lalu,

mengana.hsa kebutuhan dan hfuapan bahkan
~ “ancaman di masa kinidan mampu memprediksi

_"-_.untuk menympkan masa depan yang baik. Sistem
- data akan semakin/dibutubkan di era digital dan
untuk mendukung pembangunan sistem-sistem
pelayanan prima. Data dengan segala sistem-
sisteranya hendaknya diwadahi dalam dack office
vang bisa terkoneksi satu dengan hinya. Data
juga dikelola dan selalu up 7o dase, yang tatkala
dianalisa dengan baik dan benar akan marapu
mengasilkan produk-produk yang berguna bagi
antar fungsi secara internal maupun bagi para
pemangku kepentingan lainya. Sistem-sistem
analisa ini akan menunjukan tingkat kepiawaian
dan keahliannya dalam mengolah data sehingga
mampu untuk  belajar  dan  memperbaiki
kesalahan di masa lalu, siap di masa kini dan
mampu menghasilkan produk-produk yang
inovatif dan kreatif bagi penyfapan di masa
depan. Sistem analisa data inilah merupakan cara
berpikir secara konseptual maupun teoritikal
yang memanfaatkan pola-pola riset ilmiah
yang bisa dengan mengkonstruksi maupun
mendekonstruksi untuk menemukan makna apa
yang ada di balik gejala/fakta secara holistik/
sistemik. Dengan demikian dari pengolahan
dan analisa data akan mampu menghasilkan
model-model yang merupakan produk bagi
pengimplementasian  maupun  pencegahan,
perbaikan, peningkatan bahkan pengembangan

serta pembangunan.

Indeks  untuk
gambaran yang dapat mengindikasikan kondisi

menunjukan  potret/
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sistem-sistem ﬁ!!mg and remrdzrzg dan anallsnyq.:_ ¥
"._bagl lmlelja—lanerja plofesmnal/ baham _
wammg” untuk »

'sebagn solusi. Dengm adanya indeks maka

Auwdit) - maupun

: Indcfcs Keamanan: Perspektit limu I{epolisi.;.m

"g.czl yang ada berdasar ddn sistem penvktlruan"
secara L.uantxtatzf Indeks bisa dianalisa secara’

kuantitatif.. maupun kualitatif - sebagai eczr{y_'j-:_
~memprediksi, menviaplxamjl o
dapat. dllal\_ukm OQHAS. (Or ganization Heaif".
dari ES  (Einvironmental
Seaningnya)®. Dari OHA dan ES maka tatkala -
dianalisa secara SWOT (“strenght, weakness,
opportunity -and threat)! atau dengan cara-
cara lainys akan dapat dilihat atauidiprediksi
EVAS (Environmental Factor dnalysis Seaning)®
maupun secara IFAS (Infernal Factor Analysis
Scaning)® dari indikator dan ditemukan angka-
angka vang dapat menunjukan posisi birokeasi/
institusi maupun dari kondisi masyarakat. Dalam
menentukan analisa ini diperfukan adanya
data yang tepat dengan indeks yang terinei
dalam berbagai indikatornya. EFAS, IFAS
memang bukan riset melainkan sebagai upaya
mendapatkan early warning maupun evident
base dalam’ pengambilan  policy/ kepumusan~
keputusan yang diambil' schingga tepat sahih
dan mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan,
siap- memenuhi - tuntutan harapan, tantangan
bahkan ancaman di masa kini serta mampu
menyiapkan masa depan yang lebih baik. Di
dalam membangun indeks ini tentu kepekaan
dankepiawaiandalam mengkategorikan berbagai
indikator ini harus dilatih.dan dibuar pedoman/
alat untuk menenttkan besaran indeks. Lagi-

4. Serangkaian kegiaran pemberizn peringatan sesegera mungkin tenmng
kemungkinan  datangnya ancaman, bahays, dan sehagainya (]mp/f’
r.dchmsx com/sistem-peringatan-dini.hrml

wt

OHA adaluh aktivits independen, kevakinan obyekeif, dan konsvleasi
vang dirancing untuk menambah nili dan meningkatkan  operast
organisasi. \udu internal ini membantu organisasi meneapal wjuannye
dengan melakukan pendekatan sistemaris dan disipilin untuk mengevaloasi
dan meningkatkan ofektifitas manajemen rosiko, pengendatian, dm Proses
tata kelola,

6. Environtmental Seanning merupakan suatu proses pengambilan keputusen,
analists, penguraian inforamsi dan bagaimana orpanisasi menggunszkan
informasi eksternal perusahaan yang melibatkan sejumlah orany yang
berada di perasabiwan. Fahey dan Narayanan (dalam Maorrison, 1992)

7. Measrut Drs, Robert Simboton, MPA (1999), analisis SWOT merupakan
suate alat yang efekat dalams membantu menstrukturkan masalah,
terutama dengan melakukan analisis aras lingkungan strategis, yang lazim

disebut sebagai lingkungan incernal dan lingkungan eksternal..

8. Menganalisis lingkungan internal (IFAS) untuk mengerahui berbagal
kemungkinan kul\uzr’m dan kelemahan di lingkengan internal yang dapat
mempengarnhi dimasa yang akan datang.

9. Menganalisis lingkungan cksternal (EFAS) unruk mengetabui berbagai

kemungkinan pdmng‘ dan ancaman di lingkungan eksternal yang dapat

mempengaruhi dimass veng akan datang,




'_-_:-.jdata mentah yang | belum dianalisa dan belurn:_

- ;'.Idlben makna akm sama saﬂ"dengan sam pah i E
'-?_embuatm in deks sangat penting Seb’lgal early E__-::_;}’ang ::dlp&ks%kan oieh kelompok—kelompok__.:l__

"”wm'nmcr sehm ga. da at men jadi e zden"'_“-/}ase :
5 i igga dapat J E _."_-dlbayangi rasa quwwas/ ketakutan/ di bawah -

i _Indikator keam’man d1su'sun :
mcndasan konsep demokmm yang bcram
._Learnanan ‘dan dldukung adanya rasa aman

yang Dberkaitan dengan prodtlktlwtas Makna

produktlvnas ~dikaithan -, dengan - kehxdupan
social society mcmpun pohz‘;ca[ society. ‘Mengapa
demikian? Dalary masyarakat yang demokratis
untuk -dapat- hidup tumbuh dan: beﬂ«:ehzbang
diperlukan adanya produktivitas, yang dilasilkan
dari aktivitas-aktivitas. Proses aktivitas tersebut
dapat dirasakan adanya keamanan dan rasa
aman warga dari berbagai . aﬁcaman hambatan
dan gangguan, yang bisa menghambat merusak
bahkan mematikan prodaktmtas .

Indikm:or Keamanan dlhhat dari kondisi
rasa aman yaitu,aman secara fisik maupun
psikis, baik secara’pribadi maupun kelompok/
komunitas terbebas dari ancaman, hambatan,
gangguan bidang ideelogi, politik, - ekonomi,
sosial budaya, transportasi/lalu lintas. Indikator-
indikator keamanan merupakan tujuan atau
sasaran pencapaian suatu kondist dalam po/ifec
sociely mupun social society yang dapat menchikung
upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Indikator Keamanan dan rasa aman dalam
masyarakat yang modern dan demokratis

Keamanan merupakan situasi dan kondisi
yang dibutuhkan dalam proses produktivitas
agar masyarakat  dapat mempertahankan
hidup, tumbuh dan berkembang. Keamanan
demi manusia/ untuk mengangkat harkat dan
martabat manusia adalah keamanan mampu
memberi rasa aman. Aman belum tentu merasa

aman, sebaliknya tatkala ada rasa aman maka

% "ai\.an men}ad1 1amba11 _tidak bermmfaat'-ka.rena

Teamanan. dapat 'diPﬂS_ﬁk_a ada

: "Imemba'yar dan. memenuh1 k:'waglban~ke\vajlbmn

'"man tid&k ada, LGena selalu_

e anan/ "ancaman Pcngaman yang’ dlpecrang/_"f-:".':"
' dé'n”gm- 1

yang berada di beIaLang preman sebenmnya'_'::
_mereka tldak mengamankm mehml\an mereka -
menjadi:* benaiu dengan alasan keamman/ L

mengamankan

Apftpun a}asanya tatkala. “aman hanya

menfadi = bungkus pemerasan/penyuapan ini -

merapakan keamanan senu, karena akan kontra
produktif, karena ujung-ujungnya yang hjarus
rela menjadi korban adalah rakyatnya. Keamanan
dan rasa aman semestinya menjadi satu kesatuan
yang dapat dilihat, diukur, dirasakan adanya
peningkatan produktivitas warga masyarakat.
Selama masih ada palak memalak, permainan-
permainan ilegal, preman dan premanisme rasa
aman belum sepenuhnya tercapai. Keamanan
dan rasa aman dalam masyarakat yang modern
dan demokratis tidak boleh lagi menjadi dasar/
alasan siapapun untuk melakukan tindakan-
tindakan yang melawan hukum® (memeras/
mererima suap).

Keamanan dan_ga8a aman dapat ditandai
adanyase=37"Good governance, aparatur yang
profesional dan tidak memeras/ menerima suap;
2. Keamanan yang ditangani secara sinergis,
terpadu  dan berkesinambungan; 3. Pelayan
kepada publik yang prima; 4. Tingkat keamanan
dan rasa aman warga yang cukup tinggi; 5.
Penegakkan hukum yang tegas dan berwibawa
(tidak KKN/ tidak tebang pilih}; 6. Ada board
yang merupakan wadah para  pemangiu
kepentingan untuk bekerja sama mencari akar
masalah dan menemukan solusi yang tepat
dan dapat diterima oleh semua pihak. Indeks
Keamanan dapat dilihat dalam bidang ideologi,
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ohnL el».onoml sosxaft__budfwa S e U

e -.Ideoiogl 1) Pancas;[h sebagal dasn negara

. 'j._l_?dﬁn pmdangan hldup ‘bangsa Indonesia,

- minoritas, 4) Ketahfznan ‘masyarakat - dari’

G ”'::':-__3-_':'_'-rad;kahsme 5). Konchm terbebas dari
o terorisme, 6)- Toi.oh tokoh yang belkaimn.
e '_'.-.;;-'dengan pnmordlal mampu mémbuat suasana

..:f':_":-sejuk dan " mencegah telyldmyft konflik,
R Berkembangnya | program-program
.demdlkahsme dag 8) Terbebasnya  dari
1deoiog1 ideologi asmg yang bertentangan
o ciengan Panmsﬂa '

b.. .P_ohtlk :1) Kebgakan-kebijakan dari political
- society ditefima dan mendapat dukungan
.. dari civil society 2} Pemilu, Pilkada dapat

terselenggara pada setiap tahapannya tanpa
konflik fisik maupun pertumpahan darah, 3)
Pejabat-pejabat politik mampu menjadi ikon
dan mampu mencegah terjadinya konflik
politik, 4) Masyarakat mempunyai ketahanan
terhadap issue- issue politik, 5) Produk-
produk politik,, dirasakan memihak dan
bermantaat bagi peningkatan masyarakat, 6)
Terbebas dari berbagai kejahatan-kejahatan
terorganisir  yang menggangeu bidang
perpolitikan (white collar crisme).

c. Ekonomi : 1) Tersedianya BBMj gas dan
sembako, 2) Kemampuan masyarakat
membeli BBM, gas dan sembako, 3)
Ketahanan
potensi-potensi konflik di bidang ekonomi,

masyarakat  dari  berbagai
4) Meningkatnya perdagangan dalam dan
luar negeri (ekspor/ impor), 5) Pelaku-pelaku
bisnis mempunyai etika dalam berbisnis
(tidak  melakukan hal-hal yang kontra
produktif), 6) Pelaku-Pelaku bisnis mampu
mencegah  terjadinya  konflik  ckonomi,
7) Ketahanan ekonomi dari globalisasi,
regionalisasi, 8) Ketahanan moneter dari

inflasi, 9) Terbebas dari berbagai kejahatan-
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i _'-.-_:bldang perekonommn :

ﬁ 3_.':::_803111 Buddya L
2) Telwu}udnya Ixebebasan bf:;.agarna/ -
berkeyakman, 3): Tmlmdunmnya kelompok o

-;.;:.__-:kejahatan telorgamsu ymg mengganggu

kejahatan  yang menjadi potensi konflik
b 'sosml ,6) Ada wadah-wadah kemitraan untuk -
: .'_mencan akar masalah dan menemulmr_l'-':_ '
solusi penanganan masalah-masalah konflilkk
-sosial, 7) Tertangani berbagai kejahatan -

konvensional yang meresahkan masyarakat,
8) Tertangani masalah-masalah lalu lintas
(kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan), 9)
Tingkat Kamseltibear Lantas yang signifikan
pendukung produktifitas masyarakat.

Indikator-indikator kemanan tersebut perlu
penjabaran dan pengembangan sampai pada
tingkat implementasinya dan ada penilaian
sebagai kontrol pencapaian tujuan. Indikator
pengaman ini dalam operasionalya dilaksanakan
lintas fungsi, lintas stake holder yang secara
bersama-sama di implementasikan untuk dapat
menemukan akar masalah dan menemukan
solusi'yang dapat diterima oleh semua pihak.

Aspek Indikator Keamanan

Aspek dari Indikator Keéamanan Dalam
Negeri adalah : a. Geod Geternance, b. Keamanan
berbasis insegrated system, c. Public service, d.
Keamanan Masyarakat, e. Board (badan /wadah
independen untuk penyeimbang/ kontrol sosial).

Variabel :

a. Good governance

1. Produk hukum yang merupakan refleksi
kesepakatanbersamauntuk mewujudkan
dan  memelihara keteraturan sosial
untuk melindungi, mengangkat harkat
dan martabat manusia yang produktif,

2. Profesionalisme para aparatur

penyelenggara negara dari legislatif,

1) Terbebfts dan konﬂlk-:-:_ S
-antar warga, 2) Terbebas dam premanisme,
: J) Kondisi mqsyamkat Vang damai dan_':
konduaf 4) Teibcbas dan issue-issue konﬂlk'.'f.f‘:" :
Sosial; S “Ferbebas dari berbagai kejahatan- ':':: :




3.0 Modemitas (sysrem am’zne yang bexbasm__

: eksekuuf d‘m yudikat

'._'_-IT) _sebagai bacrmn deu‘l 1mp£emenya31 L

“dalam bn’okrasr’ Yan'g modem d1 era' =

o -"dlgital-'.-."_

6.

. _.;Keblgakan (Polzz‘zcal ‘wzll) yang berpﬁlal\_: :. it
. kepadfl upayq uPaya pemngln.atan.
: _"___-kualttas Indup masyzu akat =

“dalam menglmplementaszkan pelayanan e
 kepada - publik + yang " berstandar
' ::-pelayanan prima (cepa.t tepat akurat,
- transparaf1, akuntabel, mformatlf dan

mudah diakses).

Etika dan mtegntas pubhk

b Keamanan berbasm mtegmz‘ed sysz‘em

1.

Tersedianya back office. Dalam era digital

‘para aparatur penyelenggara negara

sudah saatnya membangun sistem back
office, aplikasi dan network untuk dapat
memberikan pelayanan prima (cepat,
tepat, akurag, transparan, akuntabel;
informatif dan mudah diakses). Dalam
back office ada sistem situpak :1.
Situasi (peta/ pemetaan), 2. Tugas-
tugas pokok (job deseiption dan job
analysis), 3. Pelaksanaan tugas (sistem
pengoperasionalan : rutin, khusus“dan
kontijensi), 4. Sistem administrasi
(SDM, perencanaan, sarparas,
anggaran), 5. Pelaporan, 6. Komando
dan pengendalian. Model Back office
adalah  sebagai pusat K31 (kodal,

koordinasi, komunikasi dan informasi):

1) Kodal (komando dan pengendalian)
berisi sistem aplikasi untuk : a
Mengawasi, memantau; b. Struktur
komando/perintah; ¢ Analisa
pengoperasionalan sehingga akan
cepat dan memudahkan di dalam
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'membemkan IESPONSE.

1) Koordlmsz

Kb'mdmkém

- melalui. medza bfuk dam internal ke -

- _;_'_:mtelnal

_4)":-.:1n_form351 bensz e aphkaSL o
siea, filling -and - recording ' (sistemn

-+ pencatatan - dan pendataan),, b.
smrcbing (cari dan temu), c. filtering

" (pengkategorian/ pengelompokan),

- d. retting {peringkat), e. timniing

. (waktu), f. Emergency (darurat), g
carly warning (peringatan dini),
h. Kontijensi. (faktor alam, faktor
kerusakan infrastuktur dan faktor
manusia yang berdampak luas), i
rAyonisasi.

Online sistem antar stake holder. Sistem-
sistem on/ine (terhubung) menjadi dunia
baru di era digital yang penub harapan,
rantangan bahkan ancaman bagi hidup
dan kehidupan manusia. Harapan di
dunia terhubungs@kan banyak hal yang
dalam kebtutuhan kehidupan manusia
menjadi lebih mudah, cepat seakan
menembuas ruang dan waktu. Di semua
ujung, penjuru dan belahan dunia dapat
diketahui dalam waktu yang sama
(on time). Sebagai contoh mesin dan
aplikasi pencarian, penjawaban berbagai
informasi semakin cepat, semakin
mudah, semakin akurat. Apa saja ada
dalam dunia maya dan bisa menjadi
nyata. Segala yang virtual telah menjadi
aktual. Harapan hidup menjadi lebih
baik akan terhubung dalam komunikas,
informasi dan transformasi.

bCflSl _ szstem aphkasx S

:'bexm smtem aphlmsx Sl
F_komumkasz “:secara . langsung/.

o s .'eksternafi maupun darl ekstemal ke s
Smerglmsqntmapemangkukepentmgan_. : r _ -




: .KL Amanarn: Pt_lbp(_l nfllmu chnhs

“dan potensz sedemd ~detailnya  perlu
“dilakukan sehmcga dapai dianalisa

'-'::'.'-Sumber sumber daya - yang - ‘ada dan

- poten51—~poten51 konﬂlk Va_ng ada
'.'--.-_-'.'_-Term&suix Iabel Iabei “isu-isu, bahkan

__é.-'kebencmn dari - satu kelompoi\ dr.ngan
:kelompok 1a1nya '

4 ":SOP Standard Opemt;onal Procedure

(SOP) bagl institusi yang bekerja secara
 profesional - - merupakan - pilar untuk
' ;‘i}arﬁpu bertahan, tumbuh, berkembang
bahkan /mengalahkan - kompetitor-

- kompetitornya. Bagi birokrast yang

- tanpa kompetitor dengan SOP dapat
menunjukan  kualitas  kinerja - dan
- standar mutu atas apa yang dikerjakan/
dibuatnya. SOP menjadi = standar-
standaryang dapat dijadikan dasar untuk
menunjukan tingkat profesionalitag
kerjanya. Standard Operational Procedyre
(SOP) setidaknya mencakup :

1) Job description dan job analysis
yang berisi jabaran fugas dan analisa
pekerjaan fibeban tugas termasuk
resiko tugas yang dibuat secara
bertingkat-tingkatdan bervariasi
disesuaikan dengan [unigsi, bagian,
bidang tugasnya.

2) Standardisasi keberhasilan
tugas yang mengacu dari point
1 yang juga bertingkat-tingkat
dan bervariasi. Isi keberhasilan
tugas mencakup dengan : .
Kepemimpinan, b. Administrasi (
SDM, perencanaan dan program-
program, sarpras/ teknologi dan I'T
(perorangan, kelompok/unit dan
kesatuan), anggaran), c. Operasional
(sesuai fungsi bidang tugasnya)
yang bersifat rutin, khusus dan
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m mlayﬂh .masalah dan o
:zpotemﬂ Memetakan Wllayah, masalah

'___kontgensi,. d Ca])a.czzfy bmla’mg

' (kre*mﬁtas/movam) Point-point . =

_ telsebut dibuat dalam standai-:_f:':- :
S -_angka/ tmgiﬂt keberhasﬂfmya yang O

menjadi pedoman nilai dari point- -

pomt keberhasﬂanya

e 'Slstem_ pemlzuan kinerja  berisi
. ..sisten'l'_ penilaian berdasar angka-
angka untuk pekerjaan-pekerjaan
- yang dianggap berhasil pada point
- 2 bisa menggunakan angka/ huruf

Penilaian kinerfa ini sebagat raport
penilaian atas hasil keria para
pekerja  dan untuk  menunjukan
tingkat kualitas kinerjanya.

4) Sistem reward dan punishment
vang juga dibuat sebagai dasaruntuk
mengapresiasi yang berprestasi dan
menindak bagi yang menyimpang/
melangoar. Ini dibuat juga secara
bertingkat-tingkat dan bervariasi.

5) Etika kerja yang berisi apa yang
harus dilakukan dan apa yang tidak
boleh dilakukan (4o dan don'’t)

Standard Operational Procedure (SOP)
tatkala bisa diterapkan dengan baik
akan memperkuat institusi/ korporasi,
namun  tatkala_diabaikan sebenarnya
tinggal emenungeu  waktu ambruk /
ditinggalkan.

Tim transformasi. Tim transformasi
sebagai tim kendali muty, tim backup
yang menampung ide-ide dari bawah
(bottom up) untuk dijadikan kebijakan
maupun penjabaran kebijakan-
kebijakan dari atas (rop down). Tim
ini sebagai dirigen untuk terwujudnya
harmonisasi dalam dan di luar
birokrasi. Dan melakukan monitoring
dan evaluasi atas program-program
yang  diimplementasikan  maupun




tif_-lh_uu Ke'polis

b Pzzé!z::seruzee "

: _iPenye diaan -

L bag mz{SVa1akat Larena a1 Unml«;_.f.f-:

H :-:3.':'Membat351 penggunmn
-'-f'_'-*_pnbadl, 3.0 Ekonomls blaya mumh

':"'.-_'dan ‘mudah: ; dljmgkau 4. - Menjadi =

” :rpenghubung antar daerah dengan daerah
“lain, 5. Menjadi ikon/" simbol - kota,
 simbol kemajuan/ simbol . pariwisata
o dai_*i__'_menjadi p.iiih'z_m utama masyarakat,
6. Aman, nyaman, tepat waktu, 7.
Mendukung  tingkat

produktivitas
masyarakat o

2 Pencg'dd\an hukum Hukum sebagm
| sarana Lontro} sosmi untuk menﬁga,

| mehndungL, ~ mengatur, mend1d1k
masyarakat agar dalam tata kehldupm
dapat  berjalan

sosialnya saling

mendukung,  dan melengkapi dan

mampu mendukung - meningkatnya

kualitas  hiduph, masvarakat.  Tugas
polisi mewujudkany, dan memelihara
keteraturan sosial untuksmeningkataya
kualitas hidup masyarakat. Yang salah
satunya adalah menegakkan hukum:
Agar hukum menjadi hidup dan mampu

berfungsi sebagaimana yang seharusnya.
& 2 g

3. Penegakkan hukum yang diakukan
dengan mempertimbangkan
faktor

(tindakanya), pertanggung jawabannya,

dan  melihat perbuatanya
dan pidananya deagan membuktikan
apakah tersangka benar-benar bersalah
dan layak dikenai hukuman atau sanksi
pidana. Dalam implementasinya, polisi
memiliki kewenangan diskresi di luar

jalur hukum untuk kepentingan umum,

: mengha51i<:a11 progmm program "Daru B

_ mfmstruktur_ I
:transportam Transportass__ yang dikelola
-:seca.ra profesmnal men}adl pentmg"_' '

: "_.melayam pmgemkan masyarakat dalam - o
‘melaksanakan aktiﬁtas seham harx, 2 &
kendaraan e

“kemanusiaan,

Sebaliknya, dalam me

| menangani perkara
f:_-f_.ata,u kasus Yaﬂg -_.kontmproduknf dn
b&hkan': -. -

bisa . memsak, memhambat
.::mematil{an produknﬁtas blsa dilalculxan
ﬁ_'pengenaan e

':_pemndakan dengan’

.-__._-.-:pasal berhpm Walaupun &alftln sqtu_'f-' T
L -.:peﬂstlwa “atau perixala pldana ‘ako_ .
'*boleh dgatuhl dengan hukuman yang':'- o
* sama. Pemenuhan rasa: keadﬂan dalam -
: '.penegalé{an hukum memang hftrus
- dimiliki dan: dlyaklm oleh pasa, penegﬁk o
4 :':'hukum Terutama para petugas, polisi,
- meéreka tidak hanya sekadar menerapkan -
pasal-pasalnya - tetapi.~ memberi - efek
pencegahan, perlindungan korban dan
para _pencari - keadilan, membangun
kepatuhan hukum serta wibawa sebagai
sandaran bagi penyelesaian konflik yang
terjadi dalam masyarakat.

4. Modernitas. Modernitas dalam konteks
ini adalah kemajuan yang berbasis
pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan dukungan teknologi, peketfaan
akan mampu dilakukan deagan ‘cepat,
akurat, akuntabel,

tepat, {ransparan,

informatif, dan mudah diakses.

5. Saluran public complain ( kepekaan,

kepedulian ~ dan™ budaya malu).
Merupakan suate  upaya  yang

dilakukan untuk memberdayakan dan
meningkatkan kepekaan dan kepedulian
dengan melibatkan warga masyarakat
dengan memotret dan mengupload
foto-foto pelanggaran.

¢.  Keamanan Masyarakat
1. Tingkat kriminalitas.
2. Tingkat kesadaran dan ketaatan hukum.
3. Tingkat literasi.

4. Tingkat modernitas (kecepatan dan
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-Ledekata : peiayanan pubhk)

sécurziiy) s

d Baam’ (badan /Wadah 111dependen untuk
: penye1mbang/ kontroi sosml) Perar}. dan
fungsi forum: adalah untuk mcngendahl\.an
.dan mencegah kqahatan d’ln menyclesaikan
| '}.::f:-'_masalah

: “ sosial - “yang - tesjadi ! dalam
' ":.-_-'_1ﬂ£masya1a1».at (khususnya yang - berkaitan
' --3'2'_'dengan keamar},an) Dalam - konteks ini,
- lebih ditekankan  pada tindakan-tindakan
o ';'_-p_cnceg_ahan yangmerupzakan hasil pemikiran
- untuk mencarid solusi-solusi -dan langkah-
atau tepat untuk

- menciptakan’ dan ‘menjaga rasa ‘aman dan

- langkah yang terbaik

- keamanan warga. Forum ini dapat dibuat
“pada. tingkat : 1. Nasional, 2. Provinsi, 3.
- Kabupaten/ kota, .

Indikator-indikator  kemanan - tersebur
perlu penjabaran  dan pengembangan sampai
pada  tingkat | implementasinya ~'dan  ada
penilaian sebagal kentrol pencapaian’ tujuan.
Indikator pengaman ini dalam operasionalnya
dilaksanakan lintas fungsi, lintas stake holder
yang secara bersama-sama mencari akar masalah
dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh

semua pihak.

Polisi dan pemolisiannya

Polisi
Pemolisian adalah segala usaha dan upaya

bekerja  melalui  pemolisian,
untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan
sosial (Kamtibmas) pada tingkat managerial
dan opereasional baik dengan atau tanpa upaya
paksa. Pemolisian dapat menjadi suatu karakter
bagi institusi kepolisian yang dapat dibangun
menjadi model yang bervariasi antara satu
tempat dengan yang lainya. Model pemolisian
dapat dibangun dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

a. Manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara,

Jurnal Do Kepolisian | Edisi 0858 [ April - Juni 2016

5. ngkat harmomsqm sosml (bmmm '

R Inde%vs Ixcmmn an; l’c.rspel nf ilmu chohsmﬂ

| :Kepohsmn

b Wﬂayah masalah yang dz ha_dg,pl POtensl- :
i j-.:_:-potenm ' “yang bisa dlberdayakan, COfaL;?-':;'"
._: ;masyarakat dan kebudayamya ‘nilai- ﬁlial
: ".'--jkearlfan lokal dan sebagzunyd e

c Fung31 dan mgas pokok p0h51 bcuk sebﬂtgzu_

institusi, - sebagai fungsi, maupun sebagai .~

- '.petugas kepolisian. Arah ‘untuk menuju
kepolisian sebagai institusi yangiprofesional
(ahli), cerdas (kreatif dan inovatif), bermoral

(berbasis pada kesadaran, tanggung jawab
dan disiplin) dan modern (berbasis IT).

d.” Medel-model baik uamk
kepemimpinan, bidang Administrasi, bidang

pembinaan

operasional maupun Capacity Buiding.

Dalam membangun pemolisian di era
digital  Perlu
konseptual * dan  bertindak pragmatis yang

pemikiran-pemikiran  secara
saling melengkapi dan menjadi suatu sistem.
Tatkala kita membangun sistem yang perlu
diperhatikan adalah masukan (input), proses
(cara mencapainya) maupun keluaranya foutpuzr),
yang memerlukan adanya standar-standar baku
sebagai pedoman Operasionalnya (SOP : a) Job
description dan.Job analysis, b) Standardisasi
keberhasian tugas, ¢} Sistem penilaian kinerja, d)
Sistem Reward dan Punishment, dan e) Etika
Kerja).

Model pemolisian dapat dibuat 3 kategori
: 1. Berbasis wilayah, 2. Berbasis kepentingan
dan 3. Berbasis dampak masalah. Ke tiga
kategori tersebut memiliki pendekatan yang
berbeda namun ada benang merahnya yang
menunjukan adanya saling keterkaitan satu
dengan lainya. Model pemolisian ini dapat
digunakan sebagai acuan dasar/ pedoman dalam
mengimplementasikanya, walaupun  berbeda
variasinya (berdasarkan corak masyarakat dan
kebudayaanya) namun tetap memiliki prinsip-

prinsip mendasar yang berlaku umum. ¢ Sazu

f-keseja_htemaﬂ masyamkat Lemajuan 1nst1tu51.___-.




meszjb Serzbu Gaya

' b a Pemohsmn yang Berbas Wﬂﬂ}’ah i

.' -iIfdenga.n Polpos bahk;an blsa _}adl pada s
-:B‘me kamtxbmas Semua tingLatannya di
e 3': batasi w:layah huLum (blsa mengikun pola.
S '.j:pemenntahan/ ada pola poh Ichusus sepm e
yang dltera?kan di Polda Metro ]aya yvang

._""'Wllayahnyq ada 3 Propm51 (DKI B'tnten dan
"'___"]awa Barat). Ada Polres yang membawah1

lebih satu wﬂayah Kotﬂ./ Kabupaten. Adﬂ]uga

) "-Wllayah Polsekiyang lebih dari 1 Kecamatan.

Pada tmgkflt Polpos dan Babm kamﬂbmas

" ini yang peflu dibuat secara Lonmsten/ ada
modelnya Di dalam pernohsmnya akan
berkaitan d_engan penanganan-penanganary
masalah, _ke?éntlngan?kepcntingan. Di
sinilah ada 'sali_ng _ketérkaitan antara model
yang berbasis wilayah maupun yang berbasis
kep'eﬁtingan mé.upun vang berbasts wilayah.
Perta'nyaanya : ¢ bagaimana membangun
sistem terpadu yang saling mengisi dan saling
melengkapi serta saling menguatkan dalam
mewujudkan dan, memelihara keteraturan
sosial  (Kamtibmas)?.
pertanyaan tersebutyaitu denganmembangun
back office (scbagal linking\pin/ pusat K4Ei
(komuniksi, komando dan pengendalian,

Untuk menjawab

koordinasi, kontrol dan montoring, evaluasi
serta informasi)). Back office ini merupakan
ruang operasi untuk mengharmonikan (kalau
analogikan adalah dirigen dalam sebuah
orchestra) pekerjaan yang diselenggarakan
antar wilayah, fungs/ bagian, maupun
dalam kondisi yang diskenariokan, atau
kondisi-kondisi kontijensi baik dari faktor
faktor alam maupun faktor
Back  office 1ni
merupakan sistem terpadu yang mampu

manusia,
kerusakan infrastruktur.

mermbangun dafabase, komunikasi, komando
dan pengendalian, koordinasi, kontrol

dan monitoring, evaluasi serta informasi.

: ___:_;::'Z_an‘i dengan pemohsmn yang profesmnal e
g Moy e cerdas, bermoral dan modern.’ Untul\ itu
".j:'i_'--].\/Iodel ini boleh d1katakan scbagaj. modell-
"'_.':;j:struktural ~dari - tmgkat ‘Mabes sampfu .

'Kepentmgan kepentingan

Yang: - mampu pelayanan;___ ;

fi dlpeilukan lmunggulan I{eunggulan dzﬁam L
mengxmpiementasﬂcannyq yaltu .. Unggul_'_:_f;_'
SDM, b. Unggul data, c. Unggul Pemlmpm_ _y
_..._.-;_-.dan Kepemimpmnya d Ung oul Safplas_"'

. (berbas;s 11mu pengetahuan dan telmologl e. -

Unggul ]e_}armg, dan f Unggul: Aﬂggamn SRR

X Pemohszan yang Berbasm Kepentmga.n

- Model pemohsmn yano berbas:.s kepentmgan
'tldak dlbat?lSi Wllayah namun dlpersatukan
'_ 'oleh Lepentmgan kepentmgan bersama.

tersebut
bisa yang berkaitan: dengan pekerjaan/
hobby,

kelompok kemasyarakatan

kelompole-
Model ini

d1mplement2181kan secara variasi oleh fungsﬂ—

profesi, keglatan,

fungsi kepolisian yang ada pada pemolisian
berbasis wilayah (Mabes sd Polsek) sesuai
dengan' kategori-kategori  kepentinganya
(internasional, 1‘egiénal, nasional, maupun

tingkat  lokal). Melalui
keunggulan tersebut di atas yang di

keunggulan-

harmonisasikan oleh petugas-petugas di sack
office maka walaupun pemolisiannya pada
tingkal lokal sekalipun namun dampaknya
dapat menjadi global karéna ada sistem-
sistem dasar dan pendtkungnya yang saling
terkait.

. Pemolisian yang Berbasis Dampak Masalah.

Akar masalah ini bukan tugas polisi namun
merupakan potensi konflik dan dampaknya
dapat menjadi konflik yang  dapat
mengganggu, menghambat, merusak bahkan
mematikan produktifitas. Yang tentu saja
akan menjadi tugas kepolisian tatkala menjadi
gangguan terhadap keteraturan sosial. Pola
pemolisiannya akan juga berkaitan dengan
yang berbasis wilayah maupun yang berbasis
kepentingan namun polanya berbeda karena

penanganya dengan pola khusus atau
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_ ang..t;dal bermfftt rutm, Wahupun dapat
: :-_':_:memanfaatkan sistem-sistem back office. Pola
: '_:_iﬁ.;pemnganan terhadap dampak -masalah ini
ditangam dengan membentuk satuan-satuan
. :'.'_"tugas (Satgas) yang ‘juga’ bervarlasz karena
juga akan berbeda dampak masalah * dari
- ideologi, " politik,
-"'pértahanah keamanan keselamatan dan

‘ekonomi, sosial budaya,

N _{Sebagamya

d. .Pemohs1an vang berbasis dampak masalah
merupakan pemolisian untuk menangani

~ berbagai dampak 4ang sebenarnya bukan

_ 'ba'g;lén "da_ri_._urusan kepolisian. Namun

 ketika menjadi masalah dampaknya akan
‘mengganggu, mengancam, merusak bahkan

b_i_sé mematikan produktifitas. Di sinilah core

dari model pemolisian yang berbasis dampal

masalah  yang penangananya . diperlukan

keterpaduan/ integrasi dari. pemangku

kepentingan ataupun antar satuan  fungsi.
Dengan  membangun model pemolisian
yang berbasis dampak masalah akan dapat
wadah

mengharmonikan

menjadi untuk  mensinergikan,

dalam menangani
berbagai masalah (ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya, keamanan bahkan pertahanan)
sehingga menemukan. solusi-solusi  tepat
yang dapat diterima semua pihak dan dapat
digunakan untuk pra, saat maupun pasca,
Keterpaduan inilah yang menjadi Kecepatan,
ketepatan bahkan kekuatan sosial dan akan
juga menjadi ketahanan nasional dalam
menghadapi dampak masalah

bahkan dampak globalisasi.

berbagai

Penutup

Keamanan dan rasa aman menjadi dasar

untuk  peningkatan  kualitas keselamatan.
Penyelesaian masalah keamanan dan rasa aman
bukan untuk/ dengan kekuasaan, penguasaan
namun diawali dengan menemukan dan
memahami akar masalah yang dapat terekam

dalam indeks keamanan yang dapat menjadi early
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Indeks Keamanan: Perspekeif Timu Kr.polzsmj

‘warning system. Darl potret situasi keamanan ..
terekam dalamindeks keamanan tersebut dapat
dicari akar masalah dan ditemukan solusi-solusi -

secara tepat dan dapat di implementasikan, 3
Dinamika perubahan yang bergulir dengan

cepat muncul berbagal isue yang berkaitan -
dengan.masalah-masalah sosial dan keteraturan

sosial yvang akan berdampak pada semakin
kompleksnya tugas-tugas kepolisian.

 Di er digital dituntut adanya berbagai

pelayanan yang serba © cepat, tepat, akurat,
transparan, akuntabel, informatif dan mudah
diakses. ‘Di era kemajuan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat
berdampak terjadinya globalisasi. Selain segi
positif globalisasi juga membawa permasalahan
ganggouan
keamanan vang terjadi dalam masyarakat

sosial yang  berkaitan  dengan
akan semakin kompleks dan semakin canggih
karena semukin sistematis terorganisir secara
profesional dan memanfaatkan teknologi dan
peralatan-peralatan _modern yang dilakukan
oleh orang-orang = yang ahli/ profesional.
Tentu saja akan semakin sulit untuk dicegah,
dilacak - dan - dibuktikan.

dan harapan masyarakat terhadap kinega polisi

Selain itu tumtutan

dalam menyelenggarakan pemolisianniya dapat
memberikan adanya pelayanan prima. Pelayanan
prima kepolisian dalam kénteks ini dapat
dikaitkan dengan pembangunan sistem-sistem
yangdiawali'dengan sistem filling and recording,
analisa data yang dapat menghasilkan indeks,
pemetaan masalah melalui solusi-solusi tepat
yang didukung dengan sistem-sistem online
yang dapat dimasukkan sebagai pemolisian
secara elektronik (e-Policing).
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